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; 'RUU BUMN, antara Kemajuan
| dan Kemunduran

Dewi Djalal

Pengamat Hukum Korporasi Indonesia

|
| Pada 3 Oktober 2018,
| DPR RI telah
| menyampaikan
Rancangan Undang
' Undang tentang Badan
Usaha Milik Negara
| kepada Presiden Joko
\ Widodo. Penyampaian
[ tersebut sebagai awal
dari langkah berikutnya,
raitu untuk dibicarakan
¢ bersama-sama dengan
Presiden untuk
kemudian dapat
menghasilkan
‘ persetujuan bersama.
“ UU ini masuk ké dalam Program
Rlugi. Nasional Prioritas Tahun
2018 yang berarti 60 hari sesudah
diterimanya rancangan tersebut, Presiden
| sudah harus-menunjuk menteri yang me-
| nangani pembahasan itu lebih |anjut ber-

| sama DPR.
Secara substantif, terhadap undang- un-

aturan pelaksanaannya, tindakan tersebut
tidaklah termasuk ke dalam perbuatan

pakan BUMN yang bergerak di industri
atau sektor usaha kompennf yang merugi

yang melawan hukum atau
dupkan hukum,

Contoh lainnya adalah mengenai pe-
lepasan dan pemindahtanganan aset yang
juga diatur di dalam RUU ini. Diharapkan,
pengaturan tersebut dapat memberikan
dasar yé:\a kuat bagi direksi untuk me-
lakukan pemindahtanganan aset oleh ka-
rena mekanisme dan otorisasinya diatur
di dalam undang-undang.

Selain hal itu, pengaturan-pengaturan
mmgenzn organ-organ korporasi juga te-
lah #8iatur dengan lebih mendetail, di
antargnya kriteria mengenai direksi dan
komisaris, serta beberapa ketentuan me-
ngenai wewenang menteri sebagai wakil
pemerintah.

Perluasan makna BUMN dan
di anak per

RUU BUMN membuat perluasan ter-
hadap definisi BUMN, sebagaimana di-
nyatakan Bahwa pada Pasal 1 Angka 1 yang
menjelaskin bahwa BUMN adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian mo-
dalnya dimiliki negara, baik melalui pe-
nyertaan langsung maupun tidak lang-
sung yang berasal dari Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Negara serta yang
ber'ml dari non-APBN, yang merupakan

dang (UU) yang mengatur
BUMN memang sudah seharusnya di-
lakukan penyesuaian-i penyesuaian . agar
BUMN dapat mengikuti kemajuan-kema-
juan yang terjadi dalam kegiatan bisnis
|| dan perekonomian.
!|  Diharapkan perubahan pengaturan ter-
| hadap BUMN dapat menjadikan BUMN
Dergerax 1enin ainamis seningga bisa ber-
}sal‘ng dengan para kompetitor di ranah
bisnisnya tanpa harus tersangkut dengan
ketentuan-ketentuan yang membatasi
atau menimbulkan risiko bagi pengurus-
nya ketika mereka dipacu untuk dapat
bergerak lebih dinamis dalam rangka
membesarkan perusahaan.

Substansi-substansi baru
RUU BUMN

Secara garis besar terdapat materi-ma-
teri baru yang diatur pada RUU BUMN ini
yang mana sebelumnya beberapa keten-
tuan tersebut selama ini diatur dalam
ranah yang lebih teknis di dalam peraturan
menteri BUMN. Di antara hal tersebut
adalah pengaturan mengenai anak per-
usahaan, sinergi BUMN, pengelolaan dan
pendayagunaan aset BUMN (termasuk pe-
lepasan dan pemindahtanganannya), ke-
wajiban pelaksanaan pembinaan dan kerja
sama dengan usaha mikro, kecil, dan me-
nengah melalui program kemitraan serta
pembinaan masyarakat melalui program
bina lingkungan.

negara yang penge-
lolaannya,

Berdasarkan pengertian tersebut, maka

akan terjadi pergeseran (shifting) besar-

dan negara;
dan/atau BUMN yang bergerak pada in-
dustri atau sektor usaha yang unsur tekno-
loginya cepat berubah dan BUMN tersebut
tidak menguasai hajat hidup orang ba-
nyak.

Ketentuan ini mengarahkan bahwa pri-
vatisasi hanya dapat dilakukan kepada per-
usahaan yang buruk dalam kinerjanya,
adapun terhadap perusahaan yang berada
pada lingkup bisnis yang dinamis dan cepat
mengalami perubahan privatisasi dapat
dilakukan sepanjang bidang usaha tersebut
tidak terkait dengan hajat hidup orang

mana hal ini dapat menghilangkan tujuan
pendirian BUMN dengan karakteristik-
nya untuk mengejar keuntungan, oleh
karena setiap proses persetujuan tentu
tidak terlepas dari proses musyawarah
yang akan memakan waktu. Sejatinya
BUMN didudukkan sebagai entitas yang
dituntut mencari keuntungan dengan
maksimal sehingga negara dapat meman-
faatkan kontribusinya untuk melakukan
pembangunan nasional.

Beberapa ketentuan di dalam RUU
BUMN mengandung hal-hal positif yang
akan dapat dirasakan manfaatnya dalam
rangka memperkuat landasan hukum pa-
da beberapa kegiatan-kegiatan BUMN,
seperti permasalahan sinergi BUMN, pe-

aset, dan pemin-

banyak.
Ketentuan texsebut kipun bernada
sangat sede kepentil na-  dak

aset, serta program kemitra-

sional, di sisi lain dapat membatasi ek-
spansi dari bisnis BUMN. Dalam hal ter-
tentu, BUMN tentu dapat memerlukan
tambahan-tambahan modal yang tidak se-
lalu berasal dari APBN tetapi juga me-
libatkan partisipasi swasta ataupun publik
dengan menjadi perusahaan terbuka, yang
mana hal ini masuk ke dalam lingkup
privatisasi,

Dengan demikian, hanya BUMN yang
merugi dan perusahaan digital yang tidak
strategis yang dapat menghimpun dana
dalam bentuk penyertaan modal dari pihak
swasta ataupun publik.

Perluasan wewenang DPR

Salah satu hal yang benar-benar terasa *

slgnmk(\n didalam RUU BUMN yang

besaran dari per yang

DPR adalah penguatan dan

merupakan anak-anak per-
usahaan BUMN, bahkan terafiliasi dengan
BUMN (yang mana negara ataupun
BUMN bukan merupakan pengendali)
menjadi berstatus BUMN.

Akibat pergeseran ini adalah adanya
perpindahan  rezim  pengaturan = pada
anak-anak perusahaan dan perusahaan
terafiliasi tersebut dari yang awalnya ha-
nya terkait dengan mekanisme korporasi
biasa beralih menjadi tunduk pada ke-
tentuan-ketentuan hukum BUMN.

Hal ini tentu bertentangan dengan sa-
lah satu tujuan dari proyek holding-isasi

DPR dalam mela-
kukan pengawasan kepada BUMN. RUU
BUMN mengatur adanya kewenangan
DPR dalam beberapa urusan BUMN, se-
perti pembentukan anak perusahaan, pe-
lepasan atau’ pemindahtanganan aset
BUMN sebagaimana dimaksud yang ber-
dampak luas pada keuangan negara, pe-
lepasan dan pemindahtanganan aset
BUMN berupa tanah yang bernilai lebih
dari Rp 100 miliar dan pemilihan direktur
utama BUMN. Penguatan DPR (legislative
heavy) ini tidak sejalan dengan fungsi
utama DPR dalam bidang legislasi, peng-

(budgeting), dan ka-

BUMN yang telah dilakukan pada be-
berapa kelompok usaha BUMN yang se-
harusnya membuat BUMN yang menjadi
anak menjadi lebih dinamis oleh karena
tidak sepenuhnya terikat dengan rezim
hukum BUMN. Hal ini tentu kurang me-
mihak kepada iklim investasi dan kegiatan
bisnis dari anak perusahaan dan per-
usahaan afiliasi BUMN karena akan
turut terikat kepada regulasi terkait
BUMN.

RUU BUMN melarang anak perusaha-
an membentuk anak perusahaan baru,
baik melalui penyertaan modal pada ba-
dan usaha yang sudah ada maupun de-

Pada dasarnya si i baru
itu masih mensyaratkan adanya peng-
aturan lebih lanjut melalui peraturan per-
undang-undangan yang lebih rendah,
tetapi memberikan dasar kuat bahwa ke-
giatan tersebut memiliki dasar hukum
pada undang-undang.

Dengan penempatan pada rancangan
undang-undang tersebut, maka akan
memberikan kedudukan hukum yang le-
bih kuat pada persoalan-persoalan ter-
sebut, yang mana sebelumnya sering kali
permasalahan’ hukum yang menjerat
BUMN berasal dari adanya kesalahan da-
lam pelaksanaan hal tersebut.

ngan melakukan penyertaan modal pada
badan usaha yang akan didirikan. Hal ini
merupakan pembatasan kepada anak per-
usahaan untuk memiliki anak perusahaan
di bawahnya sehingga pembentukan anak
perusahaan hanya menjadi wilayah ke-
wenangan BUMN induk.

Ketentuan ini menimbulkan disparitas
antara kondisi riil BUMN saat ini, yang
mana terdapat BUMN yang memiliki cu-
cu, bahkan ‘cicit perusahaan. Selain da-
ripada itu, pembentukan anak perusahaan
harus memperoleh persetujuan dari DPR
terlebih dahulu. Dengan adanya pem-
batasan-| pembatasan ini dll(hawatukan
akan berd:; 1 ruang gerak

Sebagai contoh adalah per
sinergi BUMN yang kerap kali menim-
bulkan masalah pada pelaksanaan peng-
adaan barang dan jasa di BUMN. Tentu,

BUMN secara strategis dalam

rena DPR terlalu jauh masuk ke ranah
eksekutif (pengelolaan).

RUU BUMN juga mengatur lebih ketat
terkait proses aksi korporasi, yang mana
dalam prosedurnya tidak hanya melalui
pengkajian bersama antara menteri

SUMN dan menteri keuangan, tetapi juga
harus diusulkan kepada Presiden untuk
kemudian usulan tersebut diajukan kepada
DPR RI untuk mendapatkan persetujuan.
Setelah mendapatkan persetujuan, tinda-
kan korporasi tersebut harus ditetapkan
dalam peraturan pemerintah untuk ke-
mudian dilaksanakan menteri BUMN se-

hingga dengan demikian tindakan
korporasi tersebut telah berlaku sejak di-
tetapkan.

Pada dasarnya alur proses tersebut se-
dikit menyimpang dari alur proses pem-
bentukan peraturan pemerintah karena
dalam pembentukan peraturan pemerin-
tah sesungguhnya tidak melibatkan peran
DPR RI ataupun persetujuan DPR RI
terlebih dahulu. Karena berdasarkan Un-
dang-Undang Republik Indonesia (UU RI)
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemben-
tukan Peraturan Perundang-undangan,
DPR tak memiliki peran dalam pemben-
tukan peraturan pemerintah. Dengan de-
mlklan perlu ditinjau kembali mengenai
tersebut  dengan

ekspansi bisnis melalui anak-anak per-
usahaannya.

norma perundang-undangan yang ada pa-
da undang-undang tentang pembentukan

an dan bina lingkungan.

Namun, di sisi lain RUU BUMN ini
mengandung ketentuan-ketentuan yang
memberikan pembatasan pada wewenang
dan bisnis BUMN serta adanya pemberian
wewenang kepada DPR untuk terlibat
dalam beberapa urusan yang penting da-
lam pengelolaan BUMN.

Pembatasan ruang gerak BUMN dan
penambahan keterlibatan DPR dalam pe-
ngelolaan BUMN tersebut menjadikan
RUU ini terkesan tidak mengikuti tren
perkembangan bisnis saat ini yang mem-
butuhkan kecepatan dan cenderung
mengarah ke era masa lalu yang sangat
birokratis serta bertentangan pula dengan
konsep holding-isasi yang telah dilakukan
di mana pada dasarnya bertujuan untuk
memperkuat aspek korporasi dan me-
minimalkan birokrasi pada proses bisnis
BUMN. Dengan demikian, RUU BUMN

ini lebih terasa sebagai sebuah lang lzk.lh
mundur bagl pengaturan pengelolaan
BUMN.

POJOK

Surabaya-Jakarta bisa
ditempuh selama 10 jam.
Cobanya musim mudik
dong!

*

Sejumlah parpol tidak
mendapatkan efek ekor
jas.

“Katempuhan buntut
maung” doang.

.
Kelulusan seleksi CPNS

kurang dari 10 persen.
Bisa pakai katebelece?

*

Tebar persaudaraan dan
lawan intoleransi, kata
Presiden.

Niscaya akan bahagia.




